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ABSTRAK

Reni, Upaya Pernegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada
Anak Oleh Oknum ASN Pemerintah Kabupaten Sinjai. Program Studi Hukum Pidana
Islam di Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan
Sinjai, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Bagaimanakah Upaya
Pernegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Oleh Oknum
ASN Pemerintah Kabupaten Sinjai 2. Bagaimanakah Faktor pendukung dan
penghambat penegakan hukum terhadap kasus Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak
Oleh Oknum ASN Pemerintah Kabupaten Sinjai

Penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Dimana subjek dari penelitian ini adalah bagian Sat Reskrim POLRES
Sinjai  Adapun Wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan untuk
mengumpulkan data.

Menurut hasil penelitian, di Kabupaten Sinjai, laporan tentang kekerasan
terhadap anak dan perempuan yang diperoleh dari Sat Reskrim Polres Sinjai terus
meningkat setiap tahun. Melihat peningkatan fluktuasi kasus kekerasan ini, pihak
Kepolisian Kabupaten Sinjai berupaya memberikan perlindungan hukum dan
pendampingan dengan menerapkan kebijakan pelayanan yang sesuai dengan
kebutuhan anak korban kekerasan. Selain itu, Kepolisian Kabupaten Sinjai
mendampingi kasus dari tahap penyidikan di unit PPA POLRES hingga proses sidang
pengadilan, serta terus memantau perkembangan korban setelah kasus selesai untuk
memastikan tidak ada dampak lanjutan dari kekerasan tersebut. Untuk mengurangi
kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, pihak kepolisian Kabupaten Sinjai
aktif melakukan sosialisasi kepada siswa SMP dan SMA tentang pencegahan
kekerasan serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi pelopor dan
pelapor.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan,



ABSTRACT

Reni. Law Enforcement Efforts Against Criminal Acts of Violence Against
Children by Civil Servants of the Sinjai Regency Government. Thesis. Sinjai:
Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law,
Ahmad Dahlan Islamic University, Sinjai, 2024.

This study aims to examine: (1) the law enforcement efforts against
criminal acts of violence against children committed by civil servants of the Sinjai
Regency Government and (2) the supporting and inhibiting factors in law
enforcement for such cases.

This research adopts a Normative approach with qualitative methods. The
study focuses on the Criminal Investigation Unit of the Sinjai Police. Data
collection methods include interviews, documentation, and observation.

The findings indicate that reports of violence against children and women
in Sinjai Regency have been increasing annually, based on data from the Criminal
Investigation Unit of the Sinjai Police. In response to the rising number of cases,
the Sinjai Regency Police have undertaken various legal protection and assistance
measures, implementing service policies tailored to the needs of child victims.
Additionally, law enforcement authorities provide continuous support throughout
the legal process, from investigations at the PPA POLRES unit to court
proceedings. They also monitor the victims' development post-case resolution to
prevent further negative impacts. To reduce the occurrence of violence against
children, the Sinjai Regency Police actively conduct outreach programs targeting
junior high and high school students, educating them on violence prevention and
encouraging community participation in reporting and preventing such crimes.

Keywords: Law Enforcement, Violent Crimes, Child Protection
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip
hukum (rechtstaat) di atas pelaksanaan kekuasaan (machtstaat), sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara
konstitusional”(Suharto, 2015).

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan yang digariskan dalam
UUD 1945. Tujuan Negara Kesatuan Republik berkomitmen untuk
melindungi seluruh warga negara dan daerahnya, memajukan kesejahteraan
umum, memajukan kecerdasan bangsa, serta berkontribusi pada perdamaian
dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan
sosial.

Anak merupakan aset berharga bagi suatu bangsa karena mereka yang
akan menjadi penerus impian dan perjuangan bangsa. Di Indonesia, anak
dianggap sebagai calon penerus bangsa dan negara. Peran strategis anak-anak
juga diakui oleh masyarakat internasional melalui sebuah konvensi yang
menekankan pentingnya perlindungan hak-hak mereka.

Menurut Profesor Simons, hukuman atau straf adalah rasa sakit yang
ditetapkan oleh secara hukum sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma,
dan dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang dinyatakan
bersalah(Pranala, 2019)

Agar bisa memberlakukan hukuman pelakunya perlu dilakukan tindakan-
tindakan yang tepat sesuai dengan Asas Legalitas. Prinsip ini menyatakan
bahwa tidak ada perbuatan yang bisa dikenai pidana kecuali karena

keberadaan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan.



Kejahatan yang sering terjadi adalah tindakan kekerasan. Kekerasan
merupakan perilaku yang ditujukan seseorang terhadap orang lain dengan
maksud untuk menyebabkan kerugian fisik atau psikologis. Tindakan
kriminalitas seperti ini seringkali terjadi kepada individu-individu yang lebih
rentan, seperti anak-anak dan wanita. Namun, seiring dengan perkembangan,
dalam kenyataannya hidup masyarakat, bukan hanya anak-anak (Andini, A, S,
D., & Arifin, 2010).

Namun, fakta yang memprihatinkan tetap ada di Indonesia: banyaknya
anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Jadi kekerasan terhadap
anak dapat terjadi di mana saja, mulai dari di jalanan, di sekolah, dan di dalam
rumah. Permasalahan ini dapat menyebabkan anak terlibat dalam konflik
pidana(Andhini & Arifin, 2019).

Budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat membuat anak dianggap
sebagai "kepemilikan" orang tua. Ketika orang tua melakukan tindakan
kekerasan terhadap anak mereka, orang lain seringkali tidak akan ikut campur
meskipun hukum sebenarnya mengharuskan intervensi. Hal ini (Ismantoro &
Admojo, 2015) berdampak negatif dan sering kali mengubah perilaku anak
yang sebelumnya adaptif menjadi maladaptif (Mudjrimin, 2023).Trauma yang
diakibatkan oleh kekerasan ini menyebabkan korban memiliki aktualisasi diri
yang buruk. Lambat laun, korban akan mengembangkan keinginan untuk
diakui dan mendominasi, yang kemudian dapat menyebabkan sikap
manipulatif dan eksploitasi terhadap orang lain.(Abunawas et al., 2023)

Kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak masih sering
terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman, karena belum memadainya
KUHP dalam menjatuhkan denda yang berat dan efektif memberikan efek jera
terhadap kejahatan, maka diadopsilah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
digantikan oleh UU Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian, muncul juga
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu



tersebut merubah Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak(Mahdjan, 2022).

Menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan dianggap sebagai
upaya terakhir, jadi, Konstitusi baru lebih menekankan pada model keadilan
restoratif, yang bertujuan mengembalikan pelaku ke kondisi semula.
Pendekatan ini mengutamakan alternatif selain proses pengadilan. Sama
halnya dengan konsep diversi melalui penggunaan metode, diversi cara juga
merupakan metode diversi. Untuk mengalihkan perkara anak dari proses
pengadilan dan menyelesaikannya di luar pengadilan.

Untuk mencapai keadilan dalam masyarakat, badan pengelola
menegakkan hukum atau lembaga yang berwenang harus memberikan
hukuman yang setimpal kepada pelaku kekerasan kriminal. Namun, lembaga
penegak hukum harus hati-hati mengkaji momen tersebut saat memberikan
hukuman kepada pelaku. Karena pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk
memberikan efek jera bagi pelaku yang masih dibawah umur agar tidak
mengulangi perbuatannya dan membuat orang lain enggan melakukan hal itu,
tetapi harus jeli melihat hak-hak anak yang dimana diatur dalam UU Tahun
2012 Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(Andini, A, S, D., &
Arifin, 2010).

Untuk memberikan gambaran secara nyata yang ringkas dan mudah di
pahami tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis
memaparkan beberapa sudut pandang dari beberapa ahli hukum berikut ini.

Penegakan hukum adalah waktu dilakukannya dan upaya tegaknya atau
befungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman. Penegakan
hukum pidana merupakan aspek penting untuk mewujudkan ide-ide tentang
keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial
menjadi kenyataan umum dalam Kkepastian hukum dan Hal ini akan
memungkinkan terwujudnya hukum sebagai kerangka kerja yang berlaku

secara universal di semua aspek masyarakat(Setiadi, 2018).



Proses penegakan hukum meliputi

beberapa tahapan,

antara

lain

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan upaya hukum. Sistem

Peradilan memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan kriminal dan

penegakan hukum, termasuk peran Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan

lembaga pemasyarakatan.

Kasus Kekerasan Pada Anak sangat penting., terlebih lagi di daerah

Kabupaten Sinjai, dimana kejadian tersebut setiap tahunnya terjadi dan

dimana dari tahun ketahun tindak kekerasan terhadap anak ini terus

meningkat, sesuai data yang telah penulis dapatkan dari pihak Kepolisian

Resor Sinjai, yaitu Kepala Satuan RESKRIM Inspektur Rahmatullah S.Sos.,

M.Si.
- Tahun
No Je”F',SidTa'::ak 2020 2021 2022 2023 2024
Lpr | Selesai | Lpr | Selesai | Lpr | Selesai | Lpr | Selesai | Lpr | Selesai
1 | Penganiayaan
Terhadap 10 10 12 12 24 20 34 29 12 4
Anak
2 Pencabulan 2 2 2 2 3 2 5 3 4 5
3 | Pemerkosaan 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0
4 | Persetubuhan
Anak
dibawah 7 7 11 5 11 3 2 2 3
Umur
5 Aborsi 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6 Membawa
lari anak
dibawah 0 0 3 2 1 2 2 1
umur
7 | Penganiayaan
terhadap 6 6 15 15 25 25 23 20 20 4
perempuan
8 KDRT 10 10 12 12 13 13 28 27 7 7
9 TPPO 1 1 2 1 0 0
10 Perzinahan 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Jmlh 38 38 59 51 71 74 95 82 47 25

Tabel 2. Data Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kepolisian Resor Sinjai




Kasus pelecehan anak yang dilakukan oleh pelaku PNS Pemerintah
Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan), AIB atau yang biasa
dikenal sebagai AA, merupakan salah satu kasus tindak kekerasan pada anak
yang menurut penulis menarik untuk dijadikan objek penelitian dalam tulisan
ini. Kronologi kejadian pada waktu itu, AA menendang siswa SMP yaitu APS
hingga jatuh. Tindakan AA kini membuatnya ditunjuk sebagai tersangka pada
Selasa, 12 September 2022, pukul 15.30 WITA, kejadian terjadi di depan
Kolam Renang HM Tahir di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Sinjai Utara,
Kabupaten Sinjai.

Penulis ingin melakukan penelitian ini karena dalam kasus ini, karyawan
ASN harus mengajar dan memberikan pemahaman untuk anak namun
kenyataannya malah sebaliknya bahkan oknum ASN tersebut menganiaya
anak.

Penulis ini melakukan penelitian tentang ‘“Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oknum
ASN Pemerintah Kabupaten Sinjai (Studi Kasus)”., Masalah formulasi.
Permintaan rumusan masalah Agar dapat mengatasi permasalahan yang ingin
Anda selidiki secara efektif, penting untuk membuat tujuan anda jelas dan
memastikan bahwa upaya anda terfokus dan terarah.

. Batasan Masalah

Penulis harus menetapkan batasan masalah agar penelitian lebih
terarah dan tidak menyimpang dari pokok masalah sesungguhnya. Mereka
juga harus menetapkan batasan masalah agar penelitian lebih mudah
dilakukan.

Oleh karena itu, data yang dikumpulkan akan lebih mudah ditentukan
secara sistematis. Penulis melakukan penelitian tentang “Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Oleh Oknum Asn Pemerintah
Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Kabupaten Sinjai)”.



C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan untuk menegaskan masalah yang akan

diteliti dan membuat tujuan yang ingin dicapai dengan jelas, dan terarah.

Dengan demikian, penulis membuat rumusan masalah penelitian ini sebagai
berikut:

1.

Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana
Kekerasan pada Anak Yang dilakukan Oleh Oknum Asn Pemerintah
Kabupaten Sinjai?

BagaimanaFaktor pendukung dan PenghambatPenegakan Hukum
Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan pada Anak Yang dilakukan
Oleh Oknum Asn Pemerintah Kabupaten Sinjai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah yang diuraikan di atas,

tujuan penelitian ini adalah untuk ;

1.

Untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak
Pidana Kekerasan pada Anak Yang dilakukan Oleh Oknum Asn
Pemerintah Kabupaten Sinjai!

Untuk mengetahui faktor pendukung dan PenghambatPenegakan Hukum
Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan pada Anak Yang dilakukan
Oleh Oknum Asn Pemerintah Kabupaten Sinjai!

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki banyak manfaat teoritis dan praktis. Berikut adalah

beberapa manfaat teoritis:

1. Manfaat Teoritis:
a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang
cara penegakan hukum menangani tindakan kekerasan pada anak.
b. Untuk membantu pembaca penelitian ini memeriksa atau
mempertimbangkan hukuman yang diterapkan terhadap kekerasan

terhadap anak di Kabupaten Sinjai.



c. Sebagai sumber atau referensi bagi peneliti lain yang ingin
melakukan penelitian lebih lanjut tentang cara penegakan hukum
menangani tindak pidana kekerasan pada anak.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengubah perspektif kita
tentang cara penegakan hukum menangani tindak pidana kekerasan
pada anak.

1. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi perhatian dan dapat

dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat umum.



BAB |1
KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Penegakan Hukum

Negara kesatuan adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya
terkonsentrasi pada suatu otoritas pusat dan hanya ada sedikit atau tidak ada
kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah regional atau lokal. Sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara
Republik Indonesia telah membangun dan menjamin kesejahteraan setiap
warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak sebagai hak asasi manusia.
Undang-undang ini menetapkan hak setiap anak atas kelangsungan hidup,
pertumbuhan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan
amanat(Kumontoy, G, F., Sarapun, R, M.S., Wongkar, V, 2014).

Uji tuntas adalah proses menentukan permohonan mana yang benar-benar
valid. Rekomendasi hukum mengacu pada pendapat legislatif yang dituangkan
dalam undang-undang.Aparat penegak hukum  berkomitmen untuk
mengungkapkan pandangannya mengenai keadilan, keputusan hukum, dan
kepentingan publik. Praktek hukum pidana melibatkan pengambilan keputusan
mengenai peradilan pidana, legitimasi dan kepentingan umumdi hampir semua
proses hukum(Finillia, K, G., Roosje, M, S, S., & Vonny, A, n.d.).

Memerangi kejahatan tanpa peradilan pidana (kekuatan impunitas) adalah
strategi coping dengan tindakan non-punitif, yaitu upaya yang dilakukan secara
non-kriminal (Nawawi Arief, 2011: 45). Strategi ini lebih menekankan pada
pencegahan, yaitu tindakan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dengan
pendekatan impunitas ini, tujuan utamanya adalah mengatasi masalah praktis

yang menyebabkan kejahatan. Kejahatan yang berkaitan dengan masalah atau



kondisi sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memicu atau
bahkan menciptakan kejahatan(Hukum et al., 2020).

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, sesuai dengan
Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini termasuk menyakiti
secara fisik, membiarkan, berpartisipasi, memerintahkan, atau mendorong
kekerasan terhadap mereka. Pelanggaran aturan dikenakan sanksi sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 80

Penegakan hukum menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014, hukum harus mempertimbangkan berbagai elemen tindak pidana, seperti
siapa pelakunya, jenis kekerasan yang dilakukan, dan dampaknya terhadap
korban, terutama anak-anak. Kekerasan terhadap anak dapat melibatkan
hukuman penjara dan denda. Hukuman pidana Kekerasan terhadap anak
mencakup hukuman penjara dan hukuman uang. Lamanya pidana penjara bagi
pelaku pidana dapat mencapai lima belas tahun, sedangkan pidana denda dapat
dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara atau sebagai alternatifnya.
Besarannya maksimal 100 juta hingga 3 miliar rupiah, menurut Pasal 80
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak harus dilindungi agar mereka
dapat tumbuh dan berkembang sepenuhnya secara fisik, mental, dan sosial. Ini
akan membantu mereka menjadi orang yang bertanggung jawab dan memiliki
nilai-nilai moral di masa depan. Tema topik ini bertujuan untuk menjamin
kesejahteraan anak-anak tanpa diskriminasi.(Presiden RI, 2014).

Mengacu pada dokumen atau publikasi Kementerian Sekretaris Negara
pada tahun 2014. Pemerintah secara aktif mendorong pengakuan dan kepatuhan
terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Asasi Manusia Anak, yang
dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan beberapa peraturan nasional dan internasional lainnya. Jaminan
Konvensi Hak Anak diperkuat dengan ratifikasi melalui Keputusan Presiden
Nomor 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak. Tanggung jawab

perlindungan dan jaminan pemenuhan hak asasi anak berada pada negara,
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pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Namun
tampaknya tindakan yang diambil dalam hal ini masih kurang(Hia, H.,
Mulyadi, M., & Siregar, 2020).

Tindak pidana kekerasan dan hukuman terkait kekerasan terhadap anak
diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-
undang ini melindungi hak-hak anak, terutama anak yang menjadi korban
kekerasan. Pasal 1 undang-undang menyatakan bahwa perlindungan anak
mencakup segala upaya untuk memastikan bahwa anak dapat hidup,
berkembang, dan terlibat dengan cara yang pantas dan bermartabat, serta
terlindungi dari kekerasan dan prasangka.(Rizgian, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA), diversifikasi adalah konsep yang memungkinkan
penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan. Ketika anak menghadapi
masalah hukum, pengadilan dapat menerapkan diversi untuk mempermudah
atau memperingan proses hukum yang dihadapinya. Hal ini bertujuan agar
kepentingan anak tidak terabaikan oleh orang tua, lingkungan sekitar, dan
aparat penegak hukum(Mudjrimin, J., Nazaruddin, N., & Fadly, 2021).
Penegakan hukum pidana in concreto melibatkan dua tahap utama:

a. Tahap aplikasi atau penyidikan: Ini melibatkan lembaga penegak
hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan, yang bertanggung
jawab untuk menerapkan undang-undang. Dalam menjalankan
tugasnya, mereka harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan
dan efektifitas. Tahap yudikatif juga disebut sebagai tahap ini.

b. Tahap eksekusi undang-undang oleh lembaga penegak hukum, atau
yudisial: Ini melibatkan penerapan konkret dari peraturan hukum oleh
aparat pelaksana pidana, dengan tujuan menegakkan kebenaran dan
keadilan. Mereka harus mematuhi peraturan hukum pidana yang telah
ditetapkan oleh badan pembuat undang-undang dan memastikan nilai

kegunaan dan keadilan tercapai.



11

Pada dasarnya, penegakan hukum pidana adalah proses penegakan
hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kedua tahap ini sangat
penting dalam menangani dan menegakan tindak pidana.

Penegakan hukum pidana pada tahap aplikasi juga dapat dipengaruhi
oleh praktik buruk dan tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh oknum
aparat penegak hukum, seperti korupsi dan kolusi dengan pelaku kejahatan.
Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus berupaya untuk menjaga
integritas hukum, baik dari segi formal maupun substansial, dalam
kehidupan masyarakat dan negara(Mayssara, A., Supervised, A, H., &
Affiifi, 2014).

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak-
hak anak. Setiap orang dilarang secara tegas dari melakukan atau
memfasilitasi kekerasan terhadap anak, terutama dalam Pasal 76C Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 80
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan sanksi pidana bagi
mereka yang melakukan penganiayaan atau penganiayaan terhadap
anak.(Ardilla, N., & Nurhafifah, 2021).

Jika terjadi kasus penganiayaan yang disengaja terhadap seorang anak
yang mengakibatkan luka-luka dan trauma psikis pada anak tersebut,
menurut saya, langkah-langkah yang sesuai dengan hukum harus diambil
oleh aparat penegak hukum. Sesuai dengan Ketentuan Hukum Pidana
(KUHP), pelaku penganiayaan terhadap anak harus diproses dengan adil
dan jelas, untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban anak dan
untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang
memberikan perlindungan kepada setiap anak yang menjadi korban

penganiayaan.
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Salah satu contoh kasus penganiayaan anak yang menarik untuk
diteliti dalam penulisan ini adalah kasus tindak pidana kekerasan terhadap
seorang anak yang dilakukan oleh seorang oknum ASN dari Pemerintah
Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yaitu AIB alias AAi, yang berusia 43
tahun. Kasus ini tercatat dengan nomor perkara
LP.B/156/1X/2022/SPKT/RESSINJAI, di mana pelaku menendang motor
siswi SMP bernama AAPS , yang berusia 12 tahun, hingga jatuh. Kejadian
ini terjadi di depan Kolam Renang H. Muh. Tahir, Jalan Bhayangkara,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada hari Selasa, 13 September
2022, pukul 15.30 Wita.

2. Tindak Pidana Kekerasan
a. Teori Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur oleh Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Beberapa pasal, antara
lain dari Pasal 81 sampai dengan Pasal 88, mengatur tindak pidana
kekerasan terhadap anak. Pasal-pasal ini menetapkan berbagai jenis
kekerasan terhadap anak, seperti penganiayaan, pelecehan seksual,
eksploitasi seksual, dan kekerasan lainnya, serta sanksi yang dikenakan
kepada pelaku kekerasan tersebut. Pasal-pasal ini juga mengatur cara
melindungi dan merehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan.

Menurut  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Anak, kekerasan adalah tindak pidana yang mengakibatkan
luka-luka, kehilangan anggota tubuh, atau kehilangan fungsi anggota tubuh
yang diharapkan sembuh kembali dengan sempurna, yang dilakukan
dengan kekuatan atau tenaga yang signifikan.(Karang, G, N, A, B,
Sugiartha, N, G., & Suryani, L, 2021).

World Health Organization (WHO) menggambarkan kekerasan

sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman, atau tindakan



13

terhadap individu, kelompok masyarakat, atau diri sendiri yang dapat

menyebabkan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan

perkembangan, atau perampasan hak. Sangat penting untuk memahami
konsep kekuatan fisik dan kekuasaan secara menyeluruh, yang mencakup
tindakan atau penyiksaan fisik, mental, seksual, dan pengabaian. Namun,

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002

mendefinisikan kekerasan sebagai segala bentuk penyalahgunaan kekuatan

fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang melanggar hukum dan
mengancam keselamatan tubuh, nyawa, atau kebebasan seseorang,
termasuk membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya. "Kekerasan
terjadi ketika manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi fisik
dan mentalnya berada di bawah potensinya yang sebenarnya,” kata John

Galtung.(Panggabean, 2002).

Penggunaan hukuman yang keras bagi pelaku tindak pidana
kekerasan seksual sebagai respons terhadap perbuatannya yang dapat
menimbulkan efek jera dan upaya pencegahan Ini sesuai dengan dasar teori
pemidanaan, yaitu:

1) Teori absolut atau teori pembalasan, juga dikenal sebagai teori
pembalasan, berfungsi sebagai dasar untuk membenarkan penjahat
mengalami penderitaan yang disebabkan oleh pidana. Penjahat telah
melakukan penyerangan dan perkosaan hak dan kepentingan hukum
yang telah dilindungi, dan negara berhak menjatuhkan pidana untuk
perbuatan mereka.

2) Menurut teori relatif, atau teori tujuan, pidana berfungsi sebagai alat
untuk menegakan tata tertib (hukum) di masyarakat. Pidana digunakan
untuk menghentikan kejahatan agar masyarakat tetap teratur. Dari
perspektif pertahanan masyarakat yang disebutkan sebelumnya, pidana
merupakan tindakan yang terpaksa perlu dilakukan. Pidana memiliki

tiga jenis: menakut-nakuti (afschrikking), memperbaiki (verbetering)
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dan membinasakan (onscahdelijk maken). Semua ini dilakukan untuk
mencapai tujuan menciptakan ketertiban masyarakat.

Teori gabungan didasarkan pada asas pembalasan dan pertahanan tata
tertib masyarakat. Teori pertama mengutamakan pembalasan, tetapi
tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk mempertahankan
tata tertib masyarakat. Teori kedua mengutamakan pertahanan tata
tertib masyarakat, tetapi penderitaan orang yang dijatuhi pidana tidak
lebih berat dari perbuatan yang dilakukan.(Karang, G, N, A, B.,
Sugiartha, N, G., & Suryani, L, 2021).

Teori tindak pidana kekerasan (theory of violent crime) adalah salah satu

cabang dalam ilmu hukum pidana yang mempelajari tentang kekerasan

sebagai suatu perbuatan pidana, termasuk unsur-unsur, jenis, serta sanksi

hukumnya. Beberapa teori yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan

mencakup:

1)

2)

3)

Teori Kausalitas

Teori ini menekankan pada hubungan sebab-akibat antara
tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.Dalam konteks
kekerasan, penting untuk membuktikan bahwa tindakan kekerasan
yang dilakukan pelaku secara langsung menyebabkan kerugian atau
luka pada korban.
Teori Subjektif

Teori ini lebih fokus pada niat dan motivasi pelaku saat
melakukan tindak pidana kekerasan.Misalnya, apakah pelaku
melakukan kekerasan dengan sengaja atau dalam kondisi tertentu yang
memengaruhi kesadarannya, seperti provokasi atau pembelaan diri.
Teori Objek dan Korban

Teori ini melihat kepada siapa tindakan kekerasan itu diarahkan

dan dampak yang dialami oleh korban.Ini termasuk jenis kekerasan
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seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan
kekerasan domestik.
4) Teori Hukuman
Teori ini mengkaji jenis-jenis sanksi atau hukuman yang diatur
dalam hukum untuk pelaku tindak pidana kekerasan. Sanksi ini bisa
berupa pidana penjara, denda, rehabilitasi, atau bentuk hukuman lain
yang sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan.
5) Teori Pencegahan
Teori ini menekankan pada upaya pencegahan tindak pidana
kekerasan melalui berbagai langkah seperti edukasi, kampanye anti-
kekerasan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan peningkatan
penegakan hukum.
6) Teori Restoratif
Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan kondisi
korban dan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana kekerasan.Ini
bisa melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, restitusi, atau
bentuk-bentuk lain dari keadilan restoratif yang bertujuan untuk
memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat kejahatan.
7) Teori Rehabilitasi
Teori ini berfokus pada upaya rehabilitasi pelaku tindak pidana
kekerasan dengan tujuan untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan
yang sama di masa depan. Program rehabilitasi bisa mencakup
konseling, terapi psikologis, pelatihan keterampilan, dan program
reintegrasi sosial.
Penerapan dalam Sistem Hukum, alam praktik hukum, teori-teori tersebut
diterapkan untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana kekerasan dan bagaimana seharusnya pelaku ditangani.

Berbagai undang-undang Indonesia, termasuk Undang-Undang Kekerasan
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Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan
peraturan lain yang relevan, mengatur tindak pidana kekerasan.
Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan, menurut KUHP Indonesia,
unsur-unsur tindak pidana kekerasan meliputi:
a) Perbuatan, Adanya tindakan yang berupa kekerasan fisik atau
psikis.
b) Unsur Melawan Hukum, Tindakan tersebut melanggar hukum
yang berlaku.
c) Kesalahan (Dolus atau Culpa), Adanya niat (dolus) atau
kelalaian (culpa) dari pelaku.
d) Akibat, Adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan
tersebut, seperti luka atau kerugian.

Kasus kekerasan dapat bervariasi, mulai dari kekerasan dalam rumah
tangga, kekerasan di tempat kerja, hingga tindak pidana kekerasan yang
dilakukan oleh geng atau kelompok kriminal. Penanganan setiap kasus
akan disesuaikan dengan konteks dan bukti yang ada, serta
mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan seperti niat, dampak pada
korban, dan kondisi psikologis pelaku.

Memahami berbagai teori dan ide ini akan membantu penegak hukum
menangani kasus kekerasan dengan lebih baik, memberikan keadilan
kepada korban, dan mencegah kekerasan terulang di masa depan.

Memahami berbagai teori dan konsep dapat membantu penegak
hukum menangani situasi kekerasan dengan lebih baik, memberikan
keadilan kepada para korban, dan mencegah kekerasan di masa depan.

Kekerasan dapat dikategorikan menjadi dua jenis: kekerasan
struktural dan kekerasan pribadi. Kekerasan struktural mempunyai sifat
yang inheren dan tidak berubah, sehingga tampak stabil dan tidak mudah
diamati. Kekerasan struktural terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk

fragmentasi masyarakat, eksploitasi, perambahan kekuasaan pada ruang
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otonom, dan terkikisnya solidaritas. Sebaliknya, kekerasan pribadi lebih
mudah diamati dan dapat berubah karena sifatnya yang dinamis (Andini,
A, S, D., & Arifin, 2019).

Ada tiga jenis peraturan dasar dalam hukum Islam: kategori pertama
terdiri dari norma formal dan praktis yang menganut corak dan
pendekatan Islam. Kedua, hukum Islam dilaksanakan melalui proses
tagnin , yang menjadi landasan norma dan hukum yang bersumber dari
prinsip-prinsip dasar yang mengatur keseluruhan sistem hukum. Selain itu,
pemanfaatan sumber daya kontekstual yang komprehensif dan penetapan
prinsip-prinsip hukum yang otoritatif telah sangat meningkatkan kekuatan
persuasif hukum Islam (Aprianti, I., Wahid, ST. H., & Wahyuni, 2024).

Menurut metodologi filsafat hukum, ada dua persoalan pokok dalam
kajian filsafat hukum. Fokus utama analisis berkisar pada dua isu: isu
sejarah, yang melibatkan perdebatan ideologis dalam banyak genre filsafat
dan hukum sepanjang sejarah peradaban manusia; dan masalah tematik,
yang melibatkan kajian berbagai perspektif mengenai topik-topik utama
dalam filsafat dan hukum (Pranata, | , K, D, A., Budiartha, I, N, P.,&
Widyantara, I, M, 2022).

3. Tindak Pidana Kekerasan

Salah satu masalah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat
adalah kejahatan dengan kekerasan, yang merupakan masalah yang
konstan dalam kehidupan manusia.Kekerasan sering menjadi bagian dari
berbagai jenis kejahatan. Semakin sering kejahatan yang disertai dengan
kekerasan terjadi dalam masyarakat, semakin kuat keyakinan masyarakat
akan pentingnya dan bahayanya kejahatan tersebut.. Akibatnya, model
kejahatan tertentu akan membentuk persepsi yang khas di kalangan
masyarakat. Penggunaan istilah seperti kekerasan dalam konteks
kejahatan, sering menyebabkan kebingungan di mana kekerasan dianggap

sebagai indikator langsung dari kejahatan.
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Kekerasan, menurut definisi para ahli, adalah tindakan yang
menimbulkan kerugian fisik dan psikologis akibat konflik.
a. Bentuk Kekerasan pada Anak

Kekerasan anak dapat diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu:
1) Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Secara umum, istilah “sistem peradilan anak” mengacu pada
kerangka hukum yang menangani kasus-kasus yang melibatkan anak.
Untuk mencegah dan memisahkan anak dari sistem hukum,
penggunaan restorative justice sebagai proses diversi merupakan cara
yang efektif untuk mengutamakan kebutuhan baik pelaku maupun
korban(Alauddin, A., Fadly, F., & Nur, M, 2020)

Pentingnya mengatasi permasalahan agresi terhadap anak di dalam
rumah, khususnya insiden yang terjadi di tangga. Arti istilah
"anggapan” adalah apa yang Anda maksud ketika Anda menyebut
"materi”. Jika seseorang mempunyai keyakinan bahwa kekerasan
terhadap anak merupakan hal yang lazim di masyarakat, maka secara
umum akan dianggap bahwa kekerasan tersebut dianggap sebagai
masalah pribadi dalam lingkup rumah tangga (Putra et al., 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 35 tahun
2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No. 22 Tahun 2004
tentang pencegahan kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kekerasan fisik terhadap anak.
Perangkat hukum ini menegaskan bahwa pelaku kekerasan akan dikenai
sanksi yang berat. Ini dilakukan untuk membuat pelaku jera dan mencegah
orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pasal 80 Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menetapkan sanksi
pidana terhadap pelaku kekerasan fisik, yang mencakup hukuman penjara
3-10 tahun dan/atau denda sebesar 72-200 juta rupiah.(Zarkasi, 2022).
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Kekerasan fisik terhadap anak adalah tindakan menyiksa, memukul,
atau menyakiti anak, baik dengan menggunakan benda-benda tertentu,
yang menyebabkan cedera fisik atau kematian. Cedera ini dapat berupa
memar atau luka, atau bahkan kematian.(Andini, T, M., Sulistyowati, T.,
Alifatin, A. & Sudibyo, S., Suharso, R, P, W., Hidayati, D, S., Kurniawati,
D., Hayatin, N., Rahadjeng, E, R., & Ekowat, D, 2019).

Perilaku anak yang tidak diinginkan oleh orang tua, seperti perilaku
nakal, rewel, menangis terus-menerus, meminta jajan, buang air atau
muntah sembarangan, atau merusak barang berharga, adalah penyebab
utama kekerasan fisik terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan fisik
meliputi tamparan, tendangan, penganiayaan, pukulan atau tonjokan,
injakan, cubitan, jambakan, cekikan, dorongan, gigitan, benturan, cakaran,
jeweran, setrikaan, penyiraman dengan air panas, ancaman dengan benda
tajam, dan lain-lain.

Kekerasan fisik dapat menyebabkan luka memar, berdarah, lecet,
patah tulang, sayatan, luka bakar, pembengkakan jaringan lunak,
pendarahan di bawah kulit, pingsan, dan penyakit yang lebih serius,
bahkan kematian. Beberapa kasus kekerasan terhadap anak terjadi dengan
alasan untuk mendisiplinkan mereka, dilakukan dengan perlakuan fisik
dan penerapan aturan yang ketat. Ironisnya, pelaku kekerasan sering kali
adalah orang tua atau guru yang seharusnya melindungi anak, namun
menggunakan cara yang tidak tepat(Novita et al., 2021).

Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan
ekonomi, sosial, atau politik tanpa mempertimbangkan hak-hak anak untuk
mendapatkan perlindungan berdasarkan perkembangan fisik, psikis, dan
status sosialnya, adalah contohnya.Misalnya, prostitusi dan pekerja
anak.Anak-anak dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga yang
melampaui kemampuan mereka atau bekerja di pabrik yang membahayakan
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(pertambangan, industri alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan
yang memadai.

Terdapat beberapa bentuk kekerasan, di antaranya kekerasan verbal
yang diperlihatkan oleh orang tua melalui ekspresi kemarahan dengan
menggunakan makian atau kritik yang tajam. Orang tua mungkin menyebut
anak sebagai bodoh, nakal, kurang ajar, tidak tahu diri, tidak berguna, dan
kata-kata merendahkan lainnya.Kekerasan non-verbal adalah bentuk
kekerasan yang diperlihatkan oleh orang tua melalui tindakan fisik seperti
tamparan, pukulan, atau tendangan, yang bisa menyebabkan luka fisik, baik
menggunakan alat atau tidak. Kekerasan psikis membuat anak merasa takut
terhadap lingkungan, misalnya dengan perilaku sering menyendiri atau
diam ketika ditanya tentang apa yang terjadi pada dirinya(Novita et al.,
2021).

1. Faktor-faktor terjadinya kekerasan

Menurut Setyawati (2010), ada sejumlah faktor yang dapat

memengaruhi seseorang untuk melakukan kekerasan, antara lain:

1) Cara orang tua mendidik seseorang serta lingkungan keluarga yang
tidak menyenangkan memengaruhi kepribadian mereka. Orang tua
yang tidak memperhatikan masalah emosional anak mereka dapat
menghadapi masalah di masa depan. Misalnya, perlakuan kasar
dari orang tua, penolakan terhadap anak, atau aturan yang terlalu
ketat untuk disiplin anak. Hal-hal seperti itu dapat memengaruhi
cara anak berperilaku saat mereka dewasa. Perilaku kekerasan
dalam hubungan pacaran dapat muncul sebagai akibat dari
ketidaksesuaian antara model peran yang dipelajari sejak kecil dan
model peran yang normal.

Tipe-tipe pola asuh sebagai berikut:

a) Pola asuh otoriter adalah jenis pengasuhan di mana anak-anak

dipaksa untuk mematuhi aturan yang ketat dan sering kali
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dipaksa untuk berperilaku seperti orang tua mereka tanpa
mendapatkan kebebasan untuk berpikir dan bertindak sendiri.
Komunikasi antara orang tua dan anak jarang terjadi karena
orang tua cenderung menganggap bahwa pendapat dan
keputusan mereka benar tanpa mempertimbangkan pendapat
anak. Hukuman menjadi cara utama untuk mengatur anak dalam
pola asuh otoriter, sehingga anak-anak mengikuti perintah orang
tua karena takut akan hukuman. Peraturan yang sangat ketat dan
pengaturan yang kaku adalah contoh pola asuh otoriter. Anak-
anak harus patuh terhadap aturan tanpa memberikan pendapat
karena dianggap memberontak dan menimbulkan masalah.
Orang tua cenderung hanya memberikan perintah dan larangan
tanpa memberikan ruang bagi anak untuk berpikir dan bertindak
mandiri. Karena terkekang oleh aturan yang ketat, anak bisa
menjadi agresif di luar rumah.

b) Pola pendidikan demokratis merupakan pendekatan dinamis,
aktif, dan terarah dalam mendidik anak dengan tujuan
mengembangkan semua potensi yang dimilikinya untuk
kemajuan perkembangannya. Metode ini menempatkan anak
sebagai bagian penting dari pendidikan dan menciptakan
hubungan antara orang tua dan anak yang didasarkan pada rasa
hormat dan menghargai satu sama lain. Anak-anak menerima
tawaran dan pertimbangan dari orang tua dengan berbagai
alasan, tetapi anak-anak tetap memiliki keputusan akhir. Anak-
anak diberi kesempatan untuk memperoleh kontrol internal
mereka, yang membantu mereka belajar mengambil tanggung
jawab atas diri mereka sendiri dan berpartisipasi dalam mengatur

kehidupan mereka sendiri. Hal ini memungkinkan anak-anak
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untuk berpartisipasi dalam belajar secara aktif dan meningkatkan
kemampuan bawaannya dengan menjadi inovatif dan kreatif.

c) Pola asuh permisif adalah cara mendidik di mana orang tua
membiarkan anak melakukan apa pun yang mereka inginkan
tanpa memberikan arahan, nasehat, atau teguran. Orang tua
cenderung tidak memperhatikan perkembangan psikis anak
tetapi lebih memprioritaskan keinginan mereka sendiri, sehingga
anak diabaikan dan dibiarkan berkembang tanpa bimbingan.
Kondisi permisif terlihat ketika orang tua membiarkan anak
bebas bertindak dengan sedikit batasan, sehingga rumah tangga

cenderung berpusat pada anak(Setiawan, R, W, 2017).

2. Dampak kekerasan pada anak

Dalam banyak kasus, anak-anak yang menjadi korban kekerasan

cenderung menderita secara mental.Kekerasan terhadap anak dapat memiliki

dampak yang merugikan bagi mereka. Di antara efek kekerasan pada anak

adalah:

1)

2)

3)

4)

Gangguan Emosi: Anak-anak dapat mengalami perubahan suasana hati,
kesulitan tidur, mimpi buruk, rendah diri, keinginan untuk melukai diri
sendiri, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri.

Kurang Percaya dan Kesulitan dalam Hubungan: Anak yang menjadi
korban kekerasan mungkin sulit mempercayai orang lain, termasuk orang
tua mereka sendiri, yang berisiko mengganggu kemampuan mereka
untuk menjalin hubungan di masa depan.

Rasa Tidak BerhargaAnak yang mengalami kekerasan dapat merasa
tidak berharga, yang dapat mengganggu pendidikan dan menyebabkan
depresi, terutama dalam hal kejahatan seksual.

Kesulitan Mengatur Emosi, Kekerasan dapat menyebabkan anak
kesulitan mengatur emosi, yang pada akhirnya bisa berdampak negatif

pada kehidupan mereka dewasa nanti.
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5) Dampak pada Otak dan Sistem Saraf, Kekerasan dapat mengganggu
struktur dan perkembangan otak, yang berisiko menurunkan prestasi
akademik dan kesehatan mental di kemudian hari.

6) Perilaku Negatif, Anak yang menjadi korban kekerasan cenderung
memiliki perilaku negatif seperti agresi, Hubungan seksual, putus
sekolah, dan mengonsumsi obat terlarang sangat berisiko.

7) Luka atau Cedera Fisik, Kekerasan fisik dapat menyebabkan luka atau
cedera pada anak, bahkan sampai menyebabkan kematian dalam kasus
yang ekstrem.

8) Risiko Kematian, Anak dapat mengalami risiko kematian akibat
kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk ketika
orang tua atau pengasuh mereka terlibat.

9) Gangguan Kesehatan Masa Depan, Korban kekerasan Anak-anak lebih
rentan terhadap gangguan kesehatan mental. dan fisik saat dewasa,
termasuk kecenderungan untuk mengonsumsi alkohol dan obat-obatan
terlarang.

10) Potensi Menjadi Pelaku Kekerasan, Anak yang menjadi korban
kekerasan berisiko untuk melakukan hal serupa terhadap anak lain atau
orang lain di masa depan jika tidak ditangani dengan tepat.

11) Gangguan Mental di Dewasa, Korban kekerasan anak berisiko
mengalami gangguan mental seperti depresi, gangguan makan, PTSD,
dan keinginan bunuh diri saat dewasa. Semua dampak ini menekankan
pentingnya penanganan serius terhadap masalah kekerasan pada anak
untuk melindungi kesejahteraan dan masa depan mereka(Fauziah, 2021)

3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap tindak pidana kekerasaan
pada anak

Di sisi lain, faktor penghambat merujuk pada hal-hal yang bisa

menghambat atau bahkan memperburuk suatu proses daripada

memperbaikinya.
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4. Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Kekerasan terhadap anak dilarang oleh hukum Islam sebagai
pelanggaran terhadap prinsip moral. Sejak mereka dikandung hingga
mereka berusia 18 tahun atau menikah, hak-hak anak sepenuhnya
dilindungi. Namun, selama tidak menghambat perkembangan fisik atau
mental anak, beberapa jenis "kekerasan™ masih dapat diterima. Tujuan
perlindungan anak adalah untuk melestarikan dan membela anak-anak serta
hak-hak mereka atas kehidupan yang menghormati martabat manusia dan
memungkinkan mereka untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
dalam masyarakat. Ini menawarkan pertahanan lebih lanjut terhadap
pelecehan seksual, psikologis, dan fisik(Mahbub, 2015).

Dalam Islam, khususnya dalam pendidikan, kekerasan fisik sebagai
bentuk hukuman umumnya dihindari, namun dianggap diperlukan dalam
batas tertentu jika seorang anak benar-benar melakukan kesalahan serius.
Batasan dan panduan agama menetapkan bahwa hukuman hanya bertujuan
untuk mengarahkan anak agar menjauhi perbuatan salah.

Terjadi konflik besar antara hukum Islam, yang dianggap sekuler oleh
sebagian kelompok, dan hukum perlindungan anak terkait kekerasan
dalam menghukum anak. Meskipun secara umum dapat dibedakan antara
kekerasan sebagai hukuman untuk mendidik anak yang rentan terhadap
tes, juga dapat dibedakan antara kekerasan yang tidak melampaui batas
yang ditetapkan dan memiliki tujuan yang jelas, serta bentuk kekerasan
lainnya. Kekerasan yang melampaui batas bukan hanya tidak adil, tetapi
juga dapat memicu emosi negatif pada anak dan bahkan menyiksa dengan
sengaja(Nurjanah, 2018).

Dalam ajaran agama Islam pun mengajarkan bahwa tindak kekerasan itu

merupakan perbuatan yang keji, terdapat pada (Q.S Al- An’Am 151)
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Artinya "Biar aku membacakan apa yang dilarang Tuhan,"
kata Muhammad. Jangan mengaitkan-Nya dengan apa pun,
perlakukan orang tua Anda dengan baik, dan menahan diri untuk
tidak membunuh anak-anak Anda karena kurangnya sumber daya. Al-
Qur'an dan Terjemahan 39:40 berkata kepada mereka, "Janganlah
kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang
tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh orang-orang yang
dilarang Allah kecuali karena alasan yang benar." Kamilah yang
memasok Anda dengan makanan. Agar kamu bisa mengerti, dia
memberimu perintah ini." (Al An'am, Q. S.: 151) 2. Tidak ada Asbab
Nuzul dalam ayat ini."

B. Hasil Penelitian Yang Relavan

Untuk membangun suatu Penelitian, Pembahasan tentang proposal skripsi
yang berjudul Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Kekerasan Fisik Pada Anak Yang Dilakukan oleh Oknum Asn (Studi Kasus
Kabupaten Sinjai). Sejalan dengan tema dan topiknya melalui penelitian ini
memerlukan dukungan teori-teori dan referensi lain serta untuk menghindari
kekeliruan yang ada dalam penelitian ini. Banyak dari peneliti yang lain yang
pernah meniliti tentang kekerasan Pada Anak, beberapa diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Kadafi, Maharani, dengan judul “Pencegahan
Kekerasan pada Anak Usia Dini melalui Metode Prompts berbasis nilai
Religius Pada Tahun 2023”

Kekerasan yang terjadi pada anak dapat mempengaruhi perkembangan
anak, baik pada aspek akademik maupun non akademik. Berdasar

permasalahan tersebut, maka penting untuk dilakukan upaya pencegahan
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terjadinya kekerasan pada anak usia dini. Upaya pencegahan dapat
diupayakan melalui pendekatan yang tepat dan juga memperhatikan
aspek religi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode Prompts
berbasis nilai religi untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak usia
dini. Penelitian ini menggunakan desain ekperimen.

Rancangan penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen
dengan desain one group pre-test dan post-test design.Hasil penelitian
menjukan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti terdapat perbedaan
antara nilai pre-test dan post-test atau menunjukan adanya peningkatan
pemahaman siswa tentang kekerasan yang berdampak pada kemampuan
siswa untuk menghindari tindakan kekerasan pada dirinya yang
Berkembang Sesuai Harapan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan pertimbangan pada sekolah lain terutama intervensi untuk
mencegah terjadinya kekerasan pada anak maupun penelitian selanjutnya
terkait kekerasan pada anak sesuai kebutuhan siswa dan memperhatikan
nilai religius. (Kadafi, A., Dewi, N, K., Wardani, S, Y., Pratama, B, D.,
Suharni, S., & Mabharani, 2023)

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan yang akan dibahas yaitu
upaya dalam penanganan kekerasan pada anak, namun memiliki
perbedaan yaitu pada skripsi diatas membahas tentang kekerasan Usia
Dini melalui Metode Prompts berbasis nilai Religiusyang terkhusus pada
korban anak-anak saja yang dampaknya pada kemampuan siswa,
sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang penegakan
hukum padaanak korban tindak pidana kekersan.

. Jurnal yang ditulis oleh Siregar dengan judul “Pencegahan Kekerasan
Pada Anak Dalam Perspektif Islam Pasca Pendemi Tahun 2022 .

Kekerasan pada anak usia dini bagaikan lingkaran setan yang sering

terjadi dalam lingkungan keluarga. Orang tua yang seharusnya sebagai

pelindung anak berubah menjadi predator. Kekerasan pada anak
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mengakibatkan kerusakan psikis dan mental anak yang mempengaruhi
tumbuh kembang anak. Islam menawarkan banyak solusi bagi orang tua
untuk menghindari kekerasan terhadap anak, yaitu dengan mengajarkan
anak untuk menghormati, berbuat baik dan mewujudkan kasih sayang
kepada anak, dengan cara ini anak akan memiliki pengamalan
pengasuhan baik yang penuh kasih sayang, lemah lembut dan ketulusan
dari orang tua.

Dalam islam perlindungan pada anak meliputi fisik, psikis, intelektual,
moral, ekonomi. Pemenuhan hak anak harus menjamin kebutuhan
sandang, pangan, nama baik dan martabat anak, menjaga kesehatan dan
memilih teman serta lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.
Pelindungan anak yang kaffah akan mengurangi angka kekerasan pada
anak dan mewujudkan anak yang berakhlakul karimah(Siregar, S., &
Farida, 2022)

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan yang akan dibahas yaitu
tindak kekerasan, akan tetapi memiliki perbedaan yaitu pada skripsi
diatas membahas pencegahan tindak kekerasan pada anak dalam
perspektif islam, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas
tentang penegakan hukum padaanak korban tindak pidana kekersan.

. Jurnal yang ditulis oleh Yulia, Krisnani, dengan judul “Peran Pekerja
Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Dalam
Keluarga Tahun 2019 “

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang
berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial
dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga
memerlukan organisasitersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai
tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota

keluarga lainnya. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri
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maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah
keluarga atau rumah tangga.

Dampak dari konflik tersebut akan menyebabkan anggota keluarga
terkecil menjadi korban, dalam hal ini adalah anak. Anak seringkali
menjadi korban dari konflik yang terjadi didalam keluarga dan Trauma
yang dialami oleh sang anak dapat menjadi hambatan dalam ia
menjalankan hidupnya. Tumbuh kembangnya akan terhambat akibat
kekerasan yang telah ia terima saat ini. Perlakuan tindakan kekerasan
terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, yang seharusnya
menjaga dan melindungi keamanan dan kesejahteraanya disebut child
abuse. Orangtua seharusnya mencintai anak sepenuhnya, mendukung,
melindungi, menjadi sahabat bagi anak.

Proses pertolongan dapat dilakukan dengan menggunakan metode
Social Group Work dimana metode ini menggunakan kelompok sebagai
alat dalam menangani permasalahan individu dalam kelompok, atau
menangani permasalahan kelompok seperti halnya keluarga. Adapun
bentuk pelayanan yang dapat diberikan yaitu Family Services, yaitu
bentuk pelayanan dengan usaha untuk memahami, menginterpretasikan,
dan memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan keluarga yang
mengalami perubahan. Dalam kasus ini pekerja sosial dapat menjadi
fasilitator, pekerja sosial bertanggungjawab membantu klien mampu
menangani tekanan situsional atau transisional.(Yulia & Krisnani, 2019).

Skripsi diatas memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun
persamaannya yakni mencegah tindak kekerasan, akan tetapi pada skripsi
diatas membahas mengenai tindak kekerasan pada anak dalam lingkup
rumah tangga, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang

penegakan hukum padaanak korban tindak pidana kekersan.
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4. Skripsi yang di tulis oleh Helmy Dwiyoga Dhiananda dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik
Pada Tahun 2022 .

Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah
kekerasan fisik terhadap anak. Tujuan yang hendak dicapai dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek perlindungan anak pada
putusan hakim kasus kekerasan fisik terhadap anak. Untuk kepentingan
tersebut peneliti mengangkat 3 kasus, yakni kasus
denganPutusanNomor:2299/P1D.SUS/2012/PN.TNG,Nomor:178/Pid.B/2
013/PN.Kb.Mn, Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kaot.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer,
sekunder, dasn tersier. Hasil penelitian menunjukkan, terdakwa kasus
kekerasan terhadap anak dikenakan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C
Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kasus dengan
Putusan Nomor: 2299/ PID.SUS/2012/PN.TNG dijatuhi sanksi hukuman
pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tetapi pidana tersebut tidak usah
dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan
perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu)
tahun dan 6 (enam) bulan berakhir. Kasus dengan Nomor:
178/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn dijatuhi sanksi hukuman pidana penjara
selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus
ribu rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan, dan masa
penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
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Sementara kasus dengan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot dijatuhi
sanksi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, hukuman
pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan masa penahanan yang telah
dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana
yang dijatuhkan. Hasil analisis menunjukkan, secara yuridis peran Hakim
untuk ikut serta dalam upaya memberikan perlindungan pada anak
korban kekerasan fisik masih lemah.

Secara filosopis hendaknya dalam memutuskan perkara kekerasan
terhadap anak, Hakim mengoptimalkan hukuman bagi pelaku tindak
kekerasan fisik terhadap anak sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang
ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal tersebut penting
untuk membuat efek jera bagi para pelaku sehingga meminimalir
terjadinya kasus-kasus kekerasan pada anak. Secara sosiologis dengan
membandingkan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan apa yang
menjadi unsur pertimbangan Hakim dalam memutus perkara hukuman
pada ketiga Terdakwa menunjukkan, bahwa pertimbangan Hakim kurang
objektif. (Dhiananda, H, 2022)

Pada penelitian diatas memiliki persamaan dengan skripsi yang
penulis angkat yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan fisik pada
anak namun yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan
peneletian relavan tersebut yaitu terletak pada rumusan masalahnya
dimana pada penelitian relavan ini mengutamakan atau memfokuskan
pada aspek perlindungan anak pada putusan hakim kasus kekerasan fisik
terhadap anak sedangkan pada skripsi yang penulis bahas yaitu
memfokuskan pada penegakan hukum kekresan fisik pada anak yang

dilakukan oleh oknum asn.
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5. Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Igbal, Syaiful Asmi Hasibuan,
Sumarno dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua Kandung Tahun 2023

Dalam penelitian relavan ini Menganalisis Perlindungan terhadap
anak tidak terbatas pada pemerintah dan Undang-undang saja akan tetapi
orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab atas
hakhaknya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 28B Undang-Undang
Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlindungan hukum
terhadap anak korban kekerasan fisik oleh orang tua kandung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur dengan
mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan
yang ditemukan. Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa
bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak adalah kekerasan fisik
seperti: ditendang, dipukul, dilemparkan pakai kayu, ditampar bahkan
digantung, mengakibatkan anak merasa tertekan dengan kekerasan yang
dialami dan anak yang mengalami hal tersebut jarang berkomunikasi
dengan teman-temannya. Sumber-sumber pemicu kekerasan fisik pada
anak yaitu masalah kemiskinan, kekerasan terjadi juga disebabkan dari
pihak orang tua dalam keadaan stres atau memiliki masalah yang rumit.
Pengetahuan orang tua yang kurang Keberadaan anak yang tidak
inginkan.(Igbal, M., Hasibuan, S, A., & Sumarno, 2023).

Pada penelitian diatas memiliki persamaan dengan skripsi yang
penulis angkat yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan fisik pada
anak namun yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan
peneletian relavan tersebut yaitu dimana pada jurnal penelitian reelavan
diatas mencakup kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya

sendiri dimana yang notabene-nya adalah orang yang melahirkan serta
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membesarkannya namun ialah juga yang menyebabkan kekerasan itu
terjadi sedangkan pada skripsi yang penulis bahas yaitu memfokuskan
pada penegakan hukum kekresan fisik pada anak yang dilakukan oleh
oknum asn.

. Skripsi yang ditulis oleh Hasma, dengan judul “Analisis Hukum Pidana
Pencabulan Terhadap Anak Oleh Ayah Tiri (Studi Kasus Putusan Nomor
20/Pid.Sus/2019/PN.Snj) Tahun 2020”

Dalam Hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa hakim
dalam menjatuhkan putusan terdiri atas pertimbangan yuridis dan non
yuridis.Secara yuridis putusan dijatuhkan dengan dasar terpenuhinya alat-
alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, sementara itu
pertimbangan non yuridis terdiri dari hal yang memberatkan dan
meringankan. Hal yang memberatkan adalah Terdakwa merupakan orang
tua dari anak korban yang seharusnya melindungi anaknya dan tidak
meakukan perbuatan yang tercela, Perbuaatan terdakwa menimbulkan
trauma terhadap anak korban, Terdakwa berbelat-belit dipersidangan Hal
yang  meringankan  yaitu = Terdakwa  sopan  selama  di
persidangan.Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa belum
pernah dihukum sebelumnya.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan
pendekatan yuridis normati dengan metode penelitian kualitatif.
Penelitian ini dilakukan pada istansi Pengadilan Negeri Sinjai untuk
mencari data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini
dengan menggunakan metode interview, yakni pengumpulan data dengan
cara melakukan wawancara langsung terhadap hakim terkait masalah
yang diputus, dokumentasi dan penelusuran referensi. Lalu teknik
pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui 3 tahapan, yaitu:
reduksi data, Display Data, dan Verifikasi Data.(Hasma, 2020)
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Pada penelitian diatas memiliki persamaan dengan skripsi yang
penulis angkat yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana pada
anak namun yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan
peneletian relavan tersebut yaitu dimana pada skripsi penelitian reelavan
diatas mencakup tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan
oleh ayah tiri dari korban sedangkan pada skripsi yang penulis bahas
yaitu memfokuskan pada tindak pidana serta penegakan hukum kekresan

fisik pada anak yang dilakukan oleh oknum asn.



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian

Dalam jenis Penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan,
yang disebut dengaan field research. Pada pengumpulan data penulis
menggunakan metode pengumpulan data langsung dilapangan agar
mendapatkan informasi yang penulis ingin bahas. Penelitian lapangan yang
penulis gunakan ini agar lebih terarah sehingga data tersebut bersumber dari
pihak yang sebenarnya dan informasi tersebut dapat menjadi pelajaran tentang
apa yang diteliti oleh penulis.

Pada penelitian tersebut penulis lebih memfokuskan pada studi kasus
yaitu penelitian normative , yang dimana Penelitian normatif adalah jenis
penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan
mengevaluasi norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur suatu fenomena
dalam masyarakat atau sistem tertentu(Hasanatang 2020).

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan penelitian Pendekatan kualitatif untuk penyelidikan
yang diambil, dimana penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati, Menurut Lexi J. Moleong(Jannah, M.,
Mukhlis, M., & Igbal, 2018).

Pada pendekatan Penelitian Kualitatif, dimana penulis lebih fokus pada
pemahaman fenoma tersebut, agar data dan informasi dalam penelitian ini
lebih luas dan menambah wawasan agar lebih mendalam pada penelitian
tersebut. Penulis menggunakan metode tersebut melakukan investigasi
langsung untuk mengumpulkan informasi spesifik tentang bagaimana penegak

hukum di Kabupaten Sinjai menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak
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agar dapat menghasilkan informasi valid, efektif, dan objektif, yang dimana
kalimat tertulis dan lisan dari individu ataupun pelaku. Sehingga data dan
informasi yang penulis lampirkan dan jelaskan pada skripsi ini dapat diterima
baik sebagai penelitian yang relavan atau pengalaman yang nyata.
Berdasarkan pendekatan kualitatif ini semua data serta informasi yang penulis
dapatkan dari hasil penelitian secara langsung dilakukan di lokasi atau tempat
yang sudah penulis tentukan.
B. Definisi Oprsional

Berdasarkan dari kajian teori yang telah diuraikan dalam proposal
penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Oleh
Oknum ASN (Studi Kasus Kabupaten Sinjai) untuk menghindari kekeliruan
dan kesalah pahaman maka penulis mengemukakan pengertian serta
penegasan pada judul skripsi ini adalah:

a. Mendapatkan prosedur untuk mengidentifikasi dan menganalisis kasus
tindak pidana kekerasan terhadap anak yang membutuhkan Penegakan
Hukum dari pihak aparat penegak hukum.

b. Mengetahui pendampingan serta rencana kerja yang mencakup upaya
dan langkah-langkah yang kongkret dari pihak kepolisian dalam
proses penegakan hukum untuk menangani kasus kekerasan terhadap
anak di Kabupaten Sinjai

c. Mengevaluasi keberhasilan penegakan hukum, seperti menyelesaian
kasus, tingkat kepuasan klien, atau dampak positive terhadap korban
dari kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sinjai

C. Tempat Dan Waktu Penelitian
1. Tempat
Penulis melakukan penelitian di Polsek Sinjai yang terletak di JI.

Bhayangkara, Bongki, Sinjai , Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Penulis

menentukan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian Karena Kepolisian

Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mencapai keamanan dalam
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negeri, yang meliputi menjaga Kketertiban dan keamanan umum,
menegakkan hak asasi manusia di Kabupaten Sinjai, melaksanakan
perlindungan, perlindungan, dan pengabdian kepada masyarakat, serta
mengembangkan kedamaian masyarakat melalui penegakan hak asasi
manusia, lembaga ini memiliki kredibilitas yang cukup untuk menegakkan
keadilan bagi para korban terutama pada kasus tindak pidana kekerasan
pada anak di wilayah Kabupaten Sinjai. Faktor-faktor inilah yang menjadi
alasan peneliti memilih lokasi ini.
2. Waktu
Penulis memulai observasi kemudian dilanjut pada penelitian di lokasi
tersebut pada durasi enam bulan, dari Januari hingga Juni, penelitian tersebut
lebih tepatnya dilakukan pada tanggal 26 Juni 2024.
D. Subjek Dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Satuan Kepolisian yang menangani isu tindak pidana adalah Satuan
Reserse Kriminal dalam penelitian ini. Setiap kali terjadi atau dilaporkan, Unit
Reserse Kriminal bertugas melakukan penyidikan, mengawasi penyidikan,
dan melakukan penyidikan..
2. Objek Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pegawai
negeri sipil di pemerintah Kabupaten Sinjai menegakkan hukum terhadap
tindak pidana kekerasan terhadap anak dan apa yang mendukung dan
menghambat pencegahan kekerasan di daerah..
E. Teknik Pengumpulan Data
Data berikut dikumpulkan untuk menyediakan penelitian dengan

materi yang diperlukan:
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1. Wawancara
Wawancara, yang sering juga disebut sebagai interview, adalah cara
bagi peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam dengan

berinteraksi langsung dengan responden(Anggito, A., & setiawan, 2018).
Penulis menggunakan metode wawancara langsung pada penelitian

tersebut agar mengetahui upaya penegakan hukum serta factor pendukung

dan penghambat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus
kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sinjai. Berikut jenis wawancara
yang penulis gunakan dalam penelitian, yaitu:

a. Wawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan
sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu
dengan menggunakan format yang baku, wawancara tersebut disebut
dengan wawancara terencana-terstruktur.

b. Wawancara dengan menyusun rencana (Schedule) wawancara yang
mantap tidak menggunakan format dan urutan yang baku, wawancara
tersebut disebut dengan wawancara terencana-tidak terstruktur.

c. Wawancara yang berlangsung secara alami, tidak diikat atau diatur oleh
suatu format yang baku, wawancara tersebut disebut dengan
wawancara bebas.

2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah proses mengumpulkan informasi dengan
mencatat dokumen seperti tulisan, seperti buku-buku dan majalah, atau
mengambil foto tempat atau orang. Alat-alat yang digunakan dalam
dokumentasi meliputi buku catatan,perekam suara (tape record) serta
gambar atau foto.
F. Instrumen Penelitia
1. Instrumena Wawancara
Dalam wawancara tersebut penulis menggunakan alat tulis (stationery)

serta alat rekam suara (tape recorder) untuk mendapatkan hasil wawancara
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dengan pihak Kepolisian Resor Sinjai (Subjek yang diteliti), penulis pula
menggunakan daftar pedoman wawancara untuk ditanyakan kepada subjek
yang di teliti (informan) terkait upaya penegakan hukum terhadap tindak
pidana kekerasan pada anak agar wawancara dengan Pihak kepolisian Resor
Sinjai lebih terstruktur.
2. Instrumen Dokumentasi Alat
a. catatan serta data Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan
fisik terhadap anak oleh oknum asn
b. Alat dokumentasi yang digunakan penulis vyaitu seperti
handphone,untuk memotret penulis selama wawancara dengan
informan (pihak Kepolisian) berlangsung, dan juga mempermudah
penulis menhasilkan foto-foto selama kegiatan penelitian berlasung.
G. Keabsahan Data/Validasi Data
Keabsahan data (validasi data), merupakan data berisi verivikasi data pada
penelitian. Dalam penelitian kualitatif  ini penulis mengumpulkan data
menggunakan metode triangulasi. Triangulasi didefinisikan dalam validasi
sebagai pengecekan data dari sumber, waktu dan cara yang berbeda.
1. Triangulasi Sumber, yaitu ferifikasi data dengan mencocokkan data yang
didapatkan dari sumber yang lain
2. Triangulasi Metode, yaitu mengecek keabsahan hasil temuan penelitian
yang didapatkan dengan metode pengumpulan yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu, melakukan pengecekan kembali pada krdeibilitas
data yang penulis dapatkan dari tekhnik pengumpulan data dalam waktu
atau keadaan yang berbeda. (Arman, 2022)
H. Teknik Analisis Data
Tiga fase analisis berkelanjutan digunakan untuk menyederhanakan
proses penarikan kesimpulan dari data: reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan.
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Reduksi Data

Proses meringkas, memilih elemen kunci, berkonsentrasi pada apa
yang penting, dan mencari tema dan pola dikenal sebagai reduksi data.
Sejak awal kegiatan hingga akhir pendataan, kegiatan ini dilakukan secara
konstan. Akibatnya, data yang dikurangi menyajikan gambaran yang
lebih jelas dan memfasilitasi pengumpulan data lebih lanjut untuk
penelitian.
Display Data

Menyajikan data berikutnya setelah diminimalkan. Data dapat
disajikan menggunakan diagram alur, bagan, hubungan antar kategori,
dan alat bantu visual serupa lainnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman
mencatat bahwa teks naratif digunakan dalam penelitian kualitatif untuk

memberikan data.

3. Verifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman, merumuskan kesimpulan dan
memverifikasi informasi adalah langkah ketiga dalam studi data
kualitatif. Temuan awal masih dapat berubah jika data pendukung yang
solid lebih lanjut tidak ditemukan selama fase pengumpulan data
berikutnya.

Penarikan Kesimpulan/ Verivication

Dalam penelitian, penarikan kesimpulan juga sekaligus menjawab
rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, pada tahap ini
dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data

pembanding teori tertentu(Stainkudus, 2016)



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. HASIL PENELITIAN

1.

b)

Polres Sinjai
a) Gambaran Umum Polres Sinjai

Tanggung jawab utama Kepolisian Resor Sinjai (POLRES),
sebuah organisasi kepolisian di bawah yurisdiksi Polri, adalah menjaga
ketertiban umum, keamanan, dan penegakan hukum sambil menawarkan
layanan dan perlindungan kepada penduduk. Pada tahun 1952, Kepolisian
Resor Sinjai (POLRES) awalnya didirikan. Bekas kantor polisi ini terletak
di Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai. Berlokasi di Jalan Bhayangkara
No. 9, Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, kantor
Kepolisian Sinjai didirikan pada tahun 1983. Sudah ada 37 Kapolri yang
bertanggung jawab atas Kepolisian Sinjai sejak didirikan.

Mewawancarai penyidik kepolisian yang menangani kasus
pencemaran nama baik di Kabupaten Sinjai, peneliti melakukan penelitian
di Polres Sinjai untuk mengumpulkan data dan informasi tentang uraian
tindak pidana pencemaran nama baik yang ditangani Polres Sinjai dalam
melayani masyarakat Sinjai dan gambaran pelaksanaan Undang-Undang
No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap
tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten
Sinjai.

Letak geografis

Secara geografis, Kabupaten Sinjai berbatasan dengan Kabupaten
Bone di utara, Teluk Bone di timur, Kabupaten Bulukumba di selatan, dan
Kabupaten Gowa di barat. Terletak di antara 5° 19'30" dan 5° 36'47"
Selatan dan antara 119° 48'30" dan 120° 20'0" E. Secara morfologis,
dataran tinggi yang membentuk lebih dari 5,5% dari Kabupaten Sinjai
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terletak antara 100 dan 500 meter di atas permukaan laut. Kimatologi
terletak di posisi iklim timur, dengan bulan basah jatuh antara Oktober dan
April dan bulan basah jatuh antara April dan Oktober.

Logo Kepolisian

Rastra Sewakottama, lencana polisi, diterjemahkan menjadi "Polri
adalah Pelayan Utama Nusa dan Bangsa." Penunjukan tersebut merupakan
yang pertama dari Tri Brata, yang dijanjikan pada 1 Juli 1954, untuk
berfungsi sebagai kode etik Polri. Sangat penting bagi Polri untuk
mengambil inisiatif dan berfungsi sebagai pelayan dan pelindung rakyat,
karena itu adalah kekuatan yang diciptakan oleh dan untuk rakyat. Itu
harus jauh dari perilaku dan pola pikir "penguasa”. Ternyata gagasan ini
konsisten dengan apa yang sekarang dianggap oleh petugas polisi di
seluruh dunia sebagai ideologi polisi modern baru, "Vigilant Quiescant”
(kami terus menjaga untuk memastikan bahwa komunitas

Prinsip itu diwujudkan dalam bentuk logo dengan rincian
makna sebagai berikut:
a. Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara.
b. Pancaran obor bermakna penegasan tugas Polri, disamping memberi

sesuluh atau penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani
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masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas yang
mantap.

c. cBatang padi dan kapas melambangkan aspirasi bangsa untuk hidup
adil dan sejahtera, sedangkan 29 lembar daun kapas dengan 9 putik
dan 45 butir beras melambangkan tanggal penunjukan Jenderal Polri
Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kapolri pertama pada
29 September 1945.

d. Bintang di atas lambang menandakan bahwa Tri Brata berfungsi
sebagai kode etik Polri. Sementara itu, Polri dikenal menggunakan
warna hitam dan kuning.

e. Warna hitam melambangkan ketenangan, keabadian, dan sikap yang
mantap dan tenang, menandakan harapan bahwa Polri akan tetap
mantap, tenang, dan dalam kondisi baik dalam segala keadaan,
memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dengan jelas,
kepatutan, dan kepantasan.

d) Struktural Kepolisian Resort Sinjai

Tugas Pokok Struktural yang ada
a. Kapolres:

1. Mengatur, mengembangkan, mengawasi, dan mengelola unit
organisasi Kepolisian dan komponen pelaksanaan daerah di
jajarannya.

2. Menawarkan bimbingan dan pemikiran kepada kepala polisi
mengenai pelaksanaan tugasnya.

b. Wakapolres :

1. Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan
mengawasi, mengelola, dan mengatur pelaksanaan tugas yang
diberikan setiap unit organisasi kepolisian.

2. Dalam batas-batas wewenangnya untuk bertindak sebagai

cadangan kepala polisi jika terjadi penghalang.
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3. Menawarkan nasihat dan mempertimbangkan keputusan kepala
polisi dalam hal tanggung jawab utama polisi.
b. Kasiwas :
Pengawasan dan pemantauan umum, serta pengawasan insidentalan
selama pelaksanaan kebijakan operasional dan kepemimpinan oleh semua
unit kerja.
Pengawasan dan pemantauan sumber daya, meliputi bidan, staf,
persediaan, infrastruktur, dan layanan.
Memberikan nasihat kepada pimpinan dan memperhitungkan setiap
anomali atau pelanggaran yang ditemukan.
c. Kasi Keu
Layanan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, seperti pendanaan,
pengawasan, akuntansi, pembukuan, dan verifikasi.
Membayar gaji pegawai Polri.
. Akuntabilitas keuangan dan penyusunan laporan menggunakan Sistem
Akuntansi Instansi.
d. Kasium
. Antara lain, layanan administrasi dan administrasi umum. Di dalam kantor
polisi ada arsip dan sekretariat.
Layanan yang disediakan oleh kantor pusat meliputi pertemuan,
penginapan, transportasi, fasilitas kantor, dan perayaan, pemakaman, dan
urusan terkait kepolisian.
f. Kasat Reskrim
1. 1.Saran teknis mengenai laboratorium forensik lapangan,
identifikasi, dan manajemen investigasi dan investigasi.
2. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
layanan dan perlindungan khusus diberikan bagi perempuan,

anak-anak, dan remaja yang merupakan korban dan pelaku.
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3. ldentifikasi diperlukan untuk pelayanan publik dan tujuan
investigasi.

4. Analisis dan penanganan kasus, bersama dengan mengevaluasi
seberapa baik tugas Satreskrim dilaksanakan.

5. Mempraktikkan pengawasan penyelidik Unit Reserse Kriminal
Polri terhadap investigasi kriminal.

6. Pengarahan, koordinasi, dan pengawasan PPNS di bidang
operasi dan manajemen investigasi sesuai dengan persyaratan
hukum dan peraturan.

7. Melihat pelanggaran pidana umum dan unik, seperti kejahatan
keuangan,

g. Kasat Narkoba

1. Memeriksa dan memeriksa tindak pidana yang berkaitan
dengan penggunaan narkoba, peredaran obat-obatan terlarang,
dan prekursor.

2. Bimbingan dan penyuluhan sehubungan dengan pencegahan
dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

3. Mengawasi  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana
penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Satgas Narkotika
Polisi dan Satuan Reskrim Polri.

4. Menganalisis kasus dan bagaimana penanganannya dan
mengevaluasi seberapa sukses misi gugus tugas narkoba
dilaksanakan.

h. Kasat Lantas

1. Pembinaan lalu lintas polisi.

2. Mempromosikan keterlibatan masyarakat melalui kolaborasi
lintas sektoral, Dimaklantas, dan evaluasi bidan terhadap

masalah lalu lintas.
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3. Mempraktikkan kegiatan polisi lalu lintas dalam rangka
keselamatan, ketertiban, penegakan hukum, dan kelancaran
lalu lintas.

4. Layanan administrasi untuk identifikasi dan registrasi
pengemudi dan kendaraan.

Ps Kasi Tipol

1. Pemeliharaan layanan komunikasi, polisi, dan jaringan
komunikasi data.

2. Pengembangan dan penyajian data dan statistik pidana
merupakan bagian dari penerapan sistem informasi kriminal.

3. Mempraktikkan koordinasi penggunaan teknologi informasi

dan komunikasi dengan unit fungsional Kepolisian

Jenis-jenis Pelayanan Kepada Masyarakat

I

o o

>« - o

Surat Keterangan Catatan Polisi SKCK

SIM,

Izin untuk kerumunan.

Surat dengan Nomor Registrasi Kendaraan.

Surat Keterangan Pelaporan Diri SKLD.

Surat Laporan Kerahasiaan SKTLK.

Surat rekomendasi izin usaha dalam layanan observasi.
Surat tanda terima Laporan Polisi STTPLP.
Pemberitahuan Kemajuan dan Temuan Investigasi untuk
SP2HP.

Surat Tanda Terima Pemberitahuan STTP.

Laporan Polisi LP
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e) Visi-Misi Kepolisian
1) Visi
Visi "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berbasis Kerjasama Timbal Balik" akan didukung oleh tercapainya
Indonesia yang Aman dan Tertib.
2) Tujuan Menjunjung tinggi sistem hukum yang bebas dari korupsi,
terhormat, dan dapat diandalkan; melindungi masyarakat dengan
menawarkan perlindungan bagi seluruh negeri, rasa aman bagi semua
warga negara, dan mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan
karakter negara; dan memastikan bahwa lingkungan hidup yang
berkelanjutan tercapai.
B. Pembahasan Penelitian
1. Upaya penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana
kekerasan yang dilakukan oknumASN pemerintah kabupaten sinjai
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, laporan mengenai
kekerasan terhadap anak di POLRES Sinjai selama periode tahun 2020
hingga 2024 di Kabupaten Sinjai, yang dilakukan pada tanggal 8 Juli
2024, memperlihatkan adanya berbagai macam kasus kekerasan. Kasus-
kasus tersebut meliputi penganiayaan, pencabulan, pemerkosaan,
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan bentuk-bentuk kekerasan
lainnya.
Dan setelah penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak
kepolisian, pihak kepolisian mengungkapkan

“Penegakan hukum yang kita lakukan itu ya melakukan proses
hukum Tapi pencegahan-pencegahan yang Kkita bisa lakukan
sebenarnya disini kan dengan bentuk jalan sosialisasi. Melakukan
sosialisasi kepada siswa-siswa SMP, SMA yang tentang melakukan
perbuatan kekerasan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa

kasus-kasus kekerasan tersebut tidak dapat dicegah secara langsung
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namun yang dapat p[ihak kepolisian lakukan adalah mencegah dengan
melakukan sosialisasi keerbagaai tempat khususnya dilingkungan sekolah
dan masyarakat.

Berdasarkan wawancara langsung dengan pihak kepolisian yaitu
Bapak Subhan Suryadi Putra, S.H. yang diaman selaku Kepala Unit
RESKRIM mengenai definisi kekerasan menurut pihak kepolisian itu
sendiri, lalu beliau mengungkapkan bahwa

“Kekerasan terhadap anak mencakup berbagai bentuk, termasuk
kekerasan fisik seperti penganiayaan dan kekerasan seksual. Menurut
undang-undang perlindungan anak, definisinya sangat luas. Terkait
perbedaan antara ASN dan non-ASN, pada dasarnya perlakuannya
sama karena semuanya diatur oleh undang-undang yang sama. Tidak
ada spesifikasi khusus mengenai siapa pelaku kekerasan tersebut, baik
itu oknumdari ASN-nya ataupun oknum dari orang tua sekalipun”.
Berdasarkan hasil survei yang penulis lakukan, bahwa kekerasan yang

dilakukan oleh seseorang tidak memiliki perbadaan antara seseorang
tersebut adalah anggota asn atau tidak, kekerasan yang dilakukan oleh
seseorang tidak memiliki spesifikasi khusus ketika sudah melakukan
tindak kekerasan. Seseorang yang tidak memeiliki jabatan maupun yang
memiliki jabatah tetap akan di oproses melalui hukum, dan terungkap
bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun. Data yang diperolen menunjukkan bahwa kasus
penganiayaan terhadap anak menduduki peringkat tertinggi, diikuti oleh
kasus penganiayaan terhadap perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan
dalam rumah tangga berada di posisi ketiga, diikuti oleh beberapa kasus
kekerasan lainnya yang juga tercatat dalam laporan tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk menangani
kekerasan, namun kasus-kasus tersebut masih terus terjadi dan mengalami
peningkatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian yaitu
Kepala Unit RESKRIM vyaitu Bapak Subhan Suryadi Putra, S.H.
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mengenai awal mula terjadinya tindak pidana kekerasan fisik yang
dilakukan oleh AA kepada HAPS. Beliau mengungkapkan,

“Kekerasan terhadap anak dalam bentuk fisik yang dilakukan oleh
seorang ASN, adalah dipicu oleh faktor emosi. Insiden itu terjadi di
depan Kolam Renang H.M. Tahir JI. Bhayangkara, pada tanggal 13
september 2022 pukul 13.00 WITA. Dimana terlihat seorang
perempuan terjatuh usai bersenggolan dengan mobil berwarna hitam
diamana mobil tersebut adaalah milik seorang pegawai Negeri Sipil
(PNS) yaitu AIB atau AA. Kemudian disaat anak perempuan tersebut
ingin membangunkan motornya AA malah menendang motor anak
perempuan tersebut hingga anak perempuan tersebut terkejut dan
spontan menarik gas motornya yang masih menyala yang membuat
anak perempuan tersebut terjatuh, dimana anak perem puan tersebut
adalah siswi SMP Negeri 1 Sinjai yang bernama Haurah Anindia
Putri Sanjaya.

Hal ini kemudian dapat memicu emosi, yang pada akhirnya dapat
berujung pada tindakan kekerasan fisik. Penegakan hukum yang kita
lakukan mencakup proses hukum. Namun, pencegahan yang dapat kita
lakukan sebenarnya adalah dengan mengadakan sosialisasi. Kami
melakukan sosialisasi kepada siswa SMP dan SMA tentang bahaya
perbuatan kekerasan. Jika kita tidak melakukan pencegahan dalam
bentuk sosialisasi seperti ini, yang sering terjadi adalah tawuran, yang
juga mengakibatkan kekerasan terhadap anak, baik sebagai korban
maupun sebagai pelaku.”

Setelah melakukan wawancqgara langsung dengan Bapak Subhan
Suryadi Putra, S.H. selaku Kepala Unit RESKRIM penulis simpulkan
bahwa dalam kecelakaan tersebut dimana adik HAPS ditendang sehingga
terjatun dipicu karena faktor emosi sehingga pelaku AIB atau AA
menendang motor siswi tersebut.

Setelah penulis berhasil melakukan wawancara langsung dengan pihak
kepolisian yaitu Kepala Unit RESKRIM Bapak Subhan Suryadi Putra,
S.H., beliau memberikan pandangan mengenai langkah-langkah yang
harus diambil jika kasus kekerasan tersebut terjadi lagi. Beliau
mengungkapkan,

“Pandangan kami ya, kalau ada kekerasan yang terjadi harus diproses
Intinya kan, kenapa sampai negara itu melindungi anak dalam hal
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tindakan kekerasan antara seksual atau kekerasan fisik lainnya. Sehingga,
maka dibuatlah undang-undang penduduk anak, di mana posisi saya
disini, saya sebagai aparat penegak hukum.”

Beliau menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat

tentang pencegahan kekerasan, penguatan kerjasama antara berbagai
lembaga terkait, serta perlunya penegakan hukum yang lebih tegas
terhadap pelaku kekerasan. Selain itu, beliau juga menyoroti perlunya
dukungan yang lebih besar bagi korban kekerasan, baik dalam bentuk
perlindungan fisik maupun psikologis, agar mereka dapat pulih dari
trauma dan melanjutkan hidup dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, pihak kepolisian
yaitu Bapak Subhan Suryadi Putra, S.H. menyatakan bahwa ,

“Kalau strategi, kita kan tidak ada strategi khusus ya Cuma kan kita
ini tetap berperloman kepada aturan-aturan yang ada Contoh, mana
kala anak bertindak sebagai pelaku SOP nya kami itu, kita mengaju di
undang- undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana
anak. Di mana dalam SPPI itu kan diatur terkait mekanisme. Apa yang
harus dilakukan mana kala anak berhadapan dengan hukum sebagai
pelaku. Tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan pihak
kompolisian. Maksudnya dengan mensingkronkan perbuatan anak
dengan ancaman hukuman yang disangkakan kepada dia Kemudian
tindakan-tindakan Kita itu tetap mengacu di SPPA tadi itu mana kala
ancaman hukumannya 7 tahun ke atas ya kita melakukan penahanan,
penahanan itu ya 7 hari plus 8, kalau mau ancaman hukuman 7 tahun”.
Berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dapat menyimpulkan

bahwa mereka tidak memiliki strategi khusus dalam menangani kasus
kekerasan melainkan mereka tetap berpedoman pada aturan-aturan yang
ada.

Kepala Unit RESKRIM Bapak Subhan Suryadi Putra, S.H., juga
menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi, yang menyebabkan layanan
yang mereka berikan terkadang kurang maksimal. Mereka
mengungkapkan bahwa

“Karena keterbatasan anggaran yang kita miliki, untuk sementara
layanan yang kami berikan hanya mencakup proses penyelidikan dan
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penyidikan. Namun, kami tetap berkoordinasi dengan stakeholder
terkait, seperti UU-PDKPA, Pekerja Sosial, dan BAPAS untuk
menekan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Pelayanan ini
tetap mengacu pada SPPI, dan langkah yang kami ambil sesuai dengan
pertanyaan yang diajukan sebelumnya.”

Hasil wawancara langsung tersebit dapat penulis simpulkan bahwa

terbatasnya dan minimnya anggaran. Selain itu, kompleksitas kasus dan
tantangan dalam koordinasi dengan lembaga terkait juga turut
memperburuk situasi. Semua faktor ini berkontribusi terhadap kurang
optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam

menangani kasus-kasus kekerasan.

Faktor pendukung dan penghambat pihak kepolisian dalam
menangani kasus tindak pidana kekerasan fisik pada anak

Adapun hasil wawancara langsung dengan Kepala Unit RESKRIM
Bapak Subhan Suryadi Putra, S.H., mengenai Faktor pendukung dimana
elemen atau kondisi yang mempermudah dan mempercepat pencapaian
tujuan atau keberhasilan suatu kegiatan atau proyek serta faktor
penghambat yang menghalangi atau memperlambat pencapaian tujuan
atau keberhasilan suatu kegiatan atau proyek.

Dalam penjelasan yang telah disampaikan oleh pihak kepolisisan yaitu
Bapak Subhan Suryadi, S.H. bahwa

“Faktor pendukung banyak, seperti contoh kasus ini seorang adik
dilaporkan terkait masalah penganiayaan, tetapi pelaporannya adalah
terhadap anak. Di sisi lain, adik tersebut juga melaporkan anak sebagai
pelaku karena dia sudah dewasa. Faktor yang menghambat proses ini
adalah intervensi orang tua dari pihak terlapor yang terlalu kuat”.

Setelah penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak
kepolisian, penulis dapat menyimpulkan bahwa pencegahan yang dapat
dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan fisik
pada anak yang sering terjadi tiap tahunnya yaitu sebenarnya dengan
melakukan sosialisasi, baik itu dilingkungan masyarakat, dan di sekolah.

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pihak kepolisian

menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak memiliki
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berbagai dampak yang signifikan. Salah satu dampak dari intervensi ini
adalah potensi merugikan proses hukum, yang bisa berdampak lebih
buruk bagi anak daripada proses hukum itu sendiri. Misalnya, visum luka
yang dialami oleh korban sering kali tidak sebanding dengan luka serius
yang diderita oleh anak tersebut.

Selain itu, faktor yang menghambat penegakan atau proses hukum
terkait anak sebagai pelaku sering kali berasal dari orang tua dan berbagai
faktor lain yang mempengaruhi.

Permintaan dana sebagai biaya penggantian, yang sering kali tidak
mampu dipenuhi oleh orang tua, juga menjadi hambatan dalam
penyelesaian perkara. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum dapat
menjadi lebih rumit dan memberatkan bagi anak yang terlibat dalam
tindak pidana kekerasan.

“Kalau layanan sementara ya karena mungkin
keterbatasananggaran yang kita miliki, kita hanya melakukan proses
penyelidikan dan proses penyidikan.”

Adapun saran-saran yang diberikan Kepala Unit RESKRIM Bapak

Subhan Suryadi Putra, S.H., mengenai kasus kekerasan terhadap anak
yaitu,

“Saran saya, orang tua harus mengedukasi keluarganya dalam
lingkup kecil terlebih dahulu.Artinya, mengajarkan nilai-nilai positif
kepada anak yang berkembang dalam kebiasaan sehari-hari. Selain itu,
mengajarkan moralitas kepada anak agar mereka dapat beradaptasi
dengan orang-orang di luar lingkup keluarga dengan cara yang baik.
Salah satunya kasus tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan
oleh oknum ASN Pemerintah Kabupaten Sinjai yang perlu mendapat
perhatian khusus”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat

diketahui bahwa peran orang tua dalam hal ini sangatlah penting, dan
peran orang tua pula lah yang dapat memicu tidakan kekerasan itu terjadi,
maka dari itu orang tua sangatlah harus memperhatikan penuh anak-

anaknya.
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Berdasarkan wawancara langsung dengan, Kepala Unit RESKRIM
Bapak Subhan Suryadi Putra, S.H., Ketika berbicara tentang bantuan
hukum beliau menyatakan bahwa

“Kami tidak dapat memberikan bantuan hukum karena polisi
adalah aparat penegak hukum. Bantuan hukum dapat diberikan oleh
para legal, yang terdiri dari aktivis-aktivis yang bergerak di
lingkungan, khususnya aktivis anak yang fokus pada pencegahan
kekerasan terhadap anak. Sebagai polisi, satu-satunya bantuan hukum
yang dapat kami berikan adalah dengan memproses kasus tersebut dan
mengupayakan restorative justice jika tidak ada upaya restoratif
justice, yang merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, kami
akan melanjutkan kasusnya ke tingkat pengadilan.”

Dari hasil wawancara langsung penulis dengan pihak kepolisian ,

pihak kepolisian tidak dapat memberikan bantuan hukum karena polisi
adalah aparat penegak hukum. Namun pihak kepolisian mengupayakan

jika kasus tersebut dapat di restoratif justice.

C. Hasil Pembahasan

Melihat tingkat kekerasan terhadap anak yang setiap tahunnya teruis
meningkat, kekerasan terhadap anakpun mencakup berbagai jenis, termasuk
kekerasan fisik seperti penganiayaan dan kekerasan seksual. Menurut undang-
undang perlindungan anak, definisi kekerasan sangat luas. Dalam hal
perbedaan antara ASN dan non-ASN, perlakuan terhadap pelaku kekerasan
sama karena semua diatur oleh undang-undang yang sama. Tidak ada
spesifikasi khusus mengenai siapa pelaku kekerasan tersebut, baik itu ASN
atau orang tua. Perbedaannya hanya terletak pada hukuman, jika pelaku
adalah oknum ASN atau orang tua, hukuman bisa ditambah sepertiga dari
hukuman pokok yang diancamkan. Penegakan hukum mencakup proses
hukum yang ketat. Namun, pencegahan dapat dilakukan melalui sosialisasi.
Pihak kepolisian melakukan sosialisasi kepada siswa SMP dan SMA tentang
bahaya kekerasan. Jika pencegahan dalam bentuk sosialisasi ini tidak
dilakukan,akan sering terjadi tawuran yang juga mengakibatkan kekerasan

terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku.
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Karena keterbatasan anggaran yang kita miliki, untuk sementara layanan
yang kami berikan hanya mencakup proses penyelidikan dan penyidikan.
Namun, kami tetap berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti UU-
PDKPA, Pekerja Sosial, dan BAPAS untuk menekan angka kriminalitas yang
dilakukan oleh anak. Pelayanan ini tetap mengacu pada SPPA, dan langkah
yang kami ambil sesuai dengan pertanyaan yang diajukan sebelumnya.

Faktor pendukung banyak, seperti contoh kasus “seorang adik dilaporkan
terkait masalah penganiayaan, tetapi pelaporannya adalah terhadap anak. Di
sisi lain, adik tersebut juga melaporkan anak sebagai pelaku karena dia sudah
dewasa”. Faktor yang menghambat proses ini adalah intervensi orang tua dari
pihak terlapor yang terlalu kuat. Dampak dari intervensi ini bisa merugikan
proses hukum, sehingga bisa lebih merugikan anak dari pada proses
hukumnya sendiri. Anak tersebut akan lebih dirugikan karena visum luka
yang dialami oleh si adik tidak berarti dibandingkan dengan luka serius yang
dialami anak tersebut. Faktor yang menghambat penegakan atau proses
hukum terkait anak sebagai pelaku sering kali berasal dari orang tua dan
berbagai faktor lain yang mempengaruhi. Selain itu, sering kali ada
permintaan dana sebagai biaya penggantian yang tidak mampu dipenuhi oleh
orang tua, sehingga menghambat penyelesaian perkara.

Kami tidak memiliki strategi khusus, tetapi kami tetap berpedoman pada
aturan-aturan yang ada. Contohnya, jika anak bertindak sebagai pelaku, kami
mengikuti SOP yang mengacu pada undang-undang nomor 11 tahun 2012
tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam undang-undang tersebut diatur
mekanisme yang harus dilakukan ketika anak berhadapan dengan hukum
sebagai pelaku. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pihak
kepolisian adalah menyinkronkan perbuatan anak dengan ancaman hukuman
yang disangkakan kepadanya. Kami tetap mengacu pada SPPA, dan jika

ancaman hukuman lebih dari 7 tahun, kami melakukan penahanan selama 7
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hari plus 8 hari. Jika ancaman hukuman tersebut di atas 7 tahun, tindakan
kami dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.



BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan yaitu, jelas bahwa orang
tua, pendidik, dan bahkan anak-anak itu sendiri harus memperhatikan kasus
kekerasan fisik terhadap anak-anak, yang dimana meningkat setiap tahunnya,
antara tahun 2020 sampai 2024.

Memahami dengan teliti karakteristik emosional dan perilaku anak itu sendiri
sangatlah penting, serta peran orang tua yang dimana dalam membantu anak-
anak mereka berperilaku benar, itu merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi
kasus kejahatan kekerasan terhadap anak seperti ini terus terjadi.

Maka dari itu orang tua sangatlah perlu memperhatikan lingkungan pergaulan
anak-anak mereka, serta orang tua berperan penting dalam membimbing dan
mendidik anak-anak mereka kejalan yang lebih baik, contohnya ketika di
lingkup rumah, orang tua perlu mengajarkan kepada anak-anak nilai-nilai
sosial, kepedulian sesama manusia daln lain sebagainya.

B. SARAN

Penting untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dan panduan
utama bagi diri sendiri.Menempatkan keamanan pribadi sebagai prioritas utama
adalah hal yang sangat penting.Penulis juga perlu menumbuhkan rasa
kepedulian terhadap diri sendiri dan masyarakat sekitar.Harapannya, penelitian
ini dapat menjadi pedoman pribadi yang mendorong penulis untuk mengadopsi
kebiasaan hidup sehari-hari yang positif dan konstruktif. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis tetapi juga praktis dalam
membentuk pola hidup yang lebih peduli dan berorientasi pada keamanan serta

kesejahteraan diri dan lingkungan.
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Lampiran 1 : Kisi-kisi instrumen penelitian
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

(Informan Kepala Unit Reskrim Polres Sinjai)
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NO

Dimensi

Indikator

Pertanyaan

Upaya penegakan
hukum

. Penegakan hukum

terhadap
kekerasan anak

. Strategi

kepolisian

. Penegakan

Hukum

1. Bagaimana pandangan

.Apa  strategi  pihak

. Bagaimana Upaya

bapak tentang kasus
kekerasan anak yang
terus meningkat setiap
tahunnya?

kepolisian dalam
menangani kasus tindak
pidana kekerasan?

penegakan hukum yang

dilakukan pihak
kepolisian dalam
menangani kasus tindak
pidana kekerasan

terhadap anak ?

Faktor Pendukung
dan Penghambat

. Perlindungan

Hukum

. Apa Faktor Pendukung

. Apa saja Kendala yang

. Bagaimana saran dan

dan Penghambat pihak

kepolisian dalam
menangani kasus tindak
pidana kekerasan

terhadap anak?

dihadapi  oleh  pihak

kepolisian dalam
menanganani kasus
tersebut?

layanan yang dilakukan
kepolisian dalam
menangani kasus
tersebut?




Lampiran 2: Pedoman Wawancara
PEDOMAN WAWANCARA
(Informan Kepala Unit Reskrim Polres Sinjai)
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan PadaAnak Oleh
Oknum ASN Pemerintah KabupatenSinjai (Studi Kasus)
Nama
Jabatan
Jenis kelamin
Hari, tanggal wawancara

Tempat
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No Pertanyaan Jawaban

1. | Bagaimana Kepolisian mendefinisikan kasus tindak
pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh
Oknum ASN Pemerintah Kabupaten Sinjai ?

2. | Bagaimana awal terjainya kasus tindak pidana
kekerasan terhadap anak tersebut ?

3. | Bagaimana pandangan pihak kepolisian melihat kasus
tindak pidana kekerasan terhadap anak seperti ini
terjadi ?

4. | Apa strategi yang pihak kepolisian lakukan dalam
menangani kasus seperti ini ?

5. | Bagaimana Upaya penegakan hukum yang pihak
kepolisian lakukan dalam menangani kasus tindak
pidana kekerasan terhadap anak?

6. | Apa saja Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian
dalam menanganani kasus tersebut?

7. | Layanan apa saja yang diberikan kepolisian ketika ada
kasus seperti ini terjadi?

8. | Apa Faktor pendukung dan penghambat pihak
kepolisian ketika menangani kasus seperti ini terjadi?

9. | Bagaimana bangtuan hukum vyang diberikan pihak
kepolisian terhadap anak (korban)?




Lampiran 3: Hasil Wawancara

Nama

Jabatan
Jenis kelamin

Hari, tanggal wawancara
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(Informan Kepala Unit Reskrim Polres Sinjai)
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan PadaAnak Oleh
Oknum ASN Pemerintah KabupatenSinjai (Studi Kasus)

: Subhan Suryadi Putra, S.H

: Kepala Unit RESKRIM Polres Sinjai
: Laki-laki
- Selasa 8 Juli 2024

Tempat : Polres Sinjai
No Pertanyaan Jawaban
1. | Bagaimana Kepolisian | Kekerasan  terhadap anak  mencakup

mendefinisikan kasus tindak
pidana kekerasan terhadap
anak yang dilakukan oleh
Oknum ASN Pemerintah
Kabupaten Sinjai ?

berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik
seperti penganiayaan dan kekerasan seksual.
Menurut undang-undang perlindungan anak,
definisinya sangat luas. Terkait perbedaan
antara ASN dan non-ASN, pada dasarnya
perlakuannya sama karena semuanya diatur
oleh undang-undang yang sama. Tidak ada
spesifikasi khusus mengenai siapa pelaku
kekerasan tersebut, baik itu oknumdari
ASN-nya ataupun oknum dari orang tua
sekalipun.

Bagaimana awal terjainya
kasus tindak pidana
kekerasan terhadap anak
tersebut ?

Kekerasan terhadap anak dalam bentuk fisik
yang dilakukan oleh seorang ASN, adalah
dipicu oleh faktor emosi. Insiden itu terjadi
di depan Kolam Renang H.M. Tahir JI.
Bhayangkara, pada tanggal 13 september
2022 pukul 13.00 WITA. Dimana terlihat
seorang perempuan terjatuh usai
bersenggolan dengan mobil berwarna hitam
diamana mobil tersebut adaalah milik
seorang pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu
Andi Iswandi Bahar atau Adi Adi.
Kemudian disaat anak perempuan tersebut
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ingin membangunkan motornya Andi Adi
malah menendang motor anak perempuan
tersebut hingga anak perempuan tersebut
terkejut dan spontan menarik gas motornya
yang masih menyala yang membuat anak
perempuan tersebut terjatuh, dimana anak
perem puan tersebut adalah siswi SMP
Negeri 1 Sinjai yang bernama Haurah
Anindia Putri Sanjaya. Hal ini kemudian
dapat memicu emosi, yang pada akhirnya
dapat berujung pada tindakan kekerasan
fisik.

Bagaimana pandangan pihak
kepolisian melihat  kasus
tindak pidana kekerasan
terhadap anak seperti ini
terjadi ?

Pandangan kami ya, kalau ada kekerasan
yang terjadi harus diproses Intinya kan,
kenapa sampai negara itu melindungi anak
dalam hal tindakan kekerasan antara seksual
atau kekerasan fisik lainnya. Sehingga,
maka dibuatlah undang-undang penduduk
anak, di mana posisi saya disini, saya
sebagai aparat penegak hukum.

.| Apa strategi

yang pihak
kepolisian lakukan dalam
menangani kasus seperti ini ?

Kalau strategi, kita kan tidak ada strategi
khusus ya Cuma kan kita ini tetap
berperloman kepada aturan-aturan yang ada
Contoh, mana kala anak bertindak sebagai
pelaku SOP nya kami itu, kita mengaju di
undang- undang nomor 11 tahun 2012
tentang sistem peradilan pidana anak. Di
mana dalam SPPI itu kan diatur terkait
mekanisme. Apa yang harus dilakukan mana
kala anak berhadapan dengan hukum
sebagai pelaku. Tindakan-tindakan apa yang
harus  dilakukan  pihak  kompolisian.
Maksudnya dengan mensingkronkan
perbuatan anak dengan ancaman hukuman
yang disangkakan kepada dia Kemudian
tindakan-tindakan kita itu tetap mengacu di
SPPA tadi itu mana kala ancaman
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hukumannya 7 tahun ke atas ya Kkita
melakukan penahanan, penahanan itu ya 7
hari plus 8, kalau mau ancaman hukuman 7
tahun.

Bagaimana Upaya
penegakan  hukum  yang
pihak  kepolisian lakukan
dalam  menangani  kasus
tindak pidana kekerasan
terhadap anak?

Penegakan hukum yang kita lakukan itu ya
melakukan proses hukum Tapi pencegahan-
pencegahan yang kita bisa lakukan
sebenarnya disini kan dengan bentuk jalan
sosialisasi. Melakukan sosialisasi kepada
siswa-siswa SMP, SMA vyang tentang
melakukan perbuatan kekerasan

.| Apa

saja Kendala yang
dihadapi oleh pihak
kepolisian dalam

menanganani kasus tersebut?

Karena keterbatasan anggaran yang Kkita
miliki, untuk sementara layanan yang kami
berikan hanya mencakup proses
penyelidikan dan penyidikan. Namun, kami
tetap berkoordinasi dengan stakeholder
terkait, seperti UU-PDKPA, Pekerja Sosial,
dan BAPAS untuk menekan angka
kriminalitas yang dilakukan oleh anak.
Pelayanan ini tetap mengacu pada SPPI, dan
langkah yang kami ambil sesuai dengan
pertanyaan yang diajukan sebelumnya.

Layanan apa saja Yyang
diberikan kepolisian ketika
ada kasus seperti ini terjadi?

Kalau layanan sementara ya karena mungkin
keterbatasan anggaran yang kita miliki Kita
hanya melakukan proses penyelidikan dan
proses penyedikan.

.| Apa Faktor pendukung dan

penghambat pihak kepolisian
ketika menangani  kasus
seperti ini terjadi?

Faktor pendukung itu banyak, seperti contoh
kasus. Adik ini dilaporkan terkait masalah
penganiayaan, pelapor itu anak. Di sisi lain
adik ini juga melaporkan, anak sebagai
pelaku karena adik ini dewasa. Faktor yang
menghambat sampai terjadinya
penghambatan gagalnya di versi itu karena
itu tadi, ada faktor orang tua, orang tua dari
pihak terlapor yang terlalu mengintervensi
laporannya anaknya. Sedangkan Kita lihat
dampak dari efek itu sebenarnya nanti itu
lebih rugi yaitu anak.
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Bagaimana bangtuan hukum
yang diberikan pihak
kepolisian terhadap anak
(korban)?

Ketika berbicara tentang bantuan hukum,
bantuan hukum itu dapat diberikan oleh para
legal, yang terdiri dari aktivis-aktivis yang
bergerak di lingkungan, khususnya aktivis
anak yang fokus pada pencegahan kekerasan
ternadap anak. Sebagai polisi, satu-satunya
bantuan hukum yang dapat kami berikan
adalah dengan memproses kasus tersebut
jika tidak ada upaya restoratif justice, yang
merupakan penyelesaian perkara di luar
pengadilan. Jika tidak ada upaya tersebut,
kami akan melanjutkan kasusnya ke tingkat
pengadilan.
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